Pelaporan IKT 2024
	No
	Urusan Pemerintahan
	Indikator 
	Definisi Operasional
	Rumus
	Capaian Kinerja
	Bukti Dukung
	Ket.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6
	7

	1
	Bagian Organisasi
	1. Kepatuhan Pemda dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah. (PP 18/2016; PP 72/2019; PP 106/2021; beserta peraturan dibawahnya)
	Pemerintah Daerah telah menerbitkan: a. Perda (pembentukan dan susunan perangkat daerah) (pasal 3 ayat 1 PP 18/2016). b. Perkada (kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah) terkait kelembagaan perangkat daerah 
	YA/TIDAK
	
	Copy halaman depan, belakang serta pasal yang menunjukan bunyi peraturan Perda dan perkada yang diterbitkan
	

	
	
	2. Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan)
	Pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi menteri dalam negeri persetujuan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Data dukung: 1. Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait penyederhanaan struktur organisasi 2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait penyederhanaan penyetaraan jabatan
	(Jumlah tindaklanjut kepatuhan pemda / Jumlah rekomendasi Mendagri) x 100
	
	
	




	
	
	3. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N
	
	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N
	
	
	



[bookmark: _GoBack]      Kepala Dinas …………….
Kabupaten/Kota …..
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Pelaporan IKT 2024  

No  Urusan  Pemerintahan  Indikator   Definisi Operasional  Rumus  Capaian  Kinerja  Bukti Dukung  Ket .  

1  2  3  4  5  6  6  7  

1  Bagian  Organisasi  1.   Kepatuhan Pemda dalam  menindaklanjuti  peraturan perundang - undangan dibidang  kelembagaan perangkat  daerah. (PP 18/2016; PP  72/2019; PP 106/2021;  beserta peraturan  dibawahnya)  Pemerintah Daerah telah  menerbitkan: a. Perda  (pembentukan dan susunan  perangkat daerah) (pasal 3 ayat 1  PP 18/2016). b. Perkada  (kedudukan, susunan organisasi,  tugas dan fungsi,  serta tata kerja  perangkat daerah) terkait  kelembagaan perangkat daerah   YA/TIDAK   Copy halaman  depan, belakang  serta pasal yang  menunjukan  bunyi peraturan  Perda dan  perkada yang  diterbitkan   

2.   Kepatuhan Pemda dalam  melaksanakan  rekomendasi Menteri  Dalam  Negeri terkait  kebijakan  penyederhanaan  birokrasi  (penyederhanaan  struktur organisasi dan  penyetaraan jabatan)  Pemerintah daerah telah  melaksanakan rekomendasi  menteri dalam negeri persetujuan  penyederhanaan struktur  organisasi dan penyetaraan  jabatan. Dat a dukung: 1.  Persetujuan Menteri Dalam Negeri  terkait penyederhanaan struktur  organisasi 2. Persetujuan Menteri  Dalam Negeri terkait  penyederhanaan penyetaraan  jabatan  (Jumlah tindaklanjut  kepatuhan pemda /  Jumlah rekomendasi  Mendagri) x 100     

   

